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YALIKOTA KOTAUOBAGU,

Menimbang bahwa ketentuan mengenai pemberian Tambahan

Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu telah

ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun

2015, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan

perkembangan keadaan, sehingga perlu disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri

Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang

Pembentukan Kota Kotamobagu (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OII tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1
Nomor 82, Tambahan lrmbaran Negara Republjk

Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur

Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2014 Nomor 6, Tambahan [rmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2O15

Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O1O Nomor 74, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 121, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang

Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
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11. Peraturan Daera,h Kota Kotamobagu Nomor 7 Tahun

2Ol5 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Kotamobagu Tahun 2016;

12. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 4l Tahun 2015

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016.

UEUUTUSKAI|

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG

TAMBA}IAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGEzu SIPIL DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

BAB I
XEf,EIfTUA.f, I'UUU

Pa,lel 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah kota kotamobagu.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai

Negeri Sipil Pemerintah Kota Kotamobagu yang bertugas pada

SKPD/Unit Ke{a.

6. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tunjangan yang diberikan kepada

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

7. Nilai Jabatan adalah nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan falrtor
jabatan.

8. Harga Jabatan adalah harga yang ditetapkan oleh Walikota Kotamobagu

untuk semua tingkatan jabatan sesuai kemampuan keuangan daerah.

9. Kinerja adalah produktifitas keda dari pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi serta tugas pendukung lainnya dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah.
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14.

15.

1O. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati

kewajiban dan menghindari larangan yang ditetapkan dalam Peraturan

Perundang-Undangan dan atau peraturan kedinasan.

I 1. Verifrkasi Penilaian disiplin adalah proses verifikasi secara sistematis

yang dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang dan instansi
yang terkait dengan urusan kepegawaian terhadap disiplin PNS.

12. Verifrkasi penilaian Kinerja adalah suatu proses verifikasi secara

sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung secara be{enjang

terhadap produkdfitas kerja PNS.

13. Jabatan ada.lah kedudukan yang menunjukan tugas, kewajiban,

tanggung jawab, wewenang dan hak seorErng pegawai.

Jabatan StruLtural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,

kewajiban, tanggung jawab, wewenErng dan hak seorang Pegawai Negeri

Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintah.

Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukan

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya

didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat

mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukan tugas,

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam

rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan/atau
keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
TUJUAIT DAIT RUATG LITGKT'P

Bagfu Keeatu
TuJuan
Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan :

a. Meningkatkan disiplin PNS;

b. Meningkatkan kinerja PNS;

c. Meningkatkan kesejahteraan PNS; dan

d. Meningkatkan integritas PNS.

16.
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(1)

Bagiu Kedua
Ruaag Liagtup

Pasal 3

(1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai adalah hasil perkalian nilai
jabatan dan harga jabatan berdasarkan beban ke{a, tugas pokok dan

fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah .

(2) Nilai Jabatan dan Harga Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam L"ampiran I dan II Peraturan Walikota ini.
(3) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan berdasarkan hasil penilaian

indikator disiplin dan produktifitas ke{a PNS, dengan pembobotan

masing-masing 40% untuk disiplin dan 6O% untuk produktifitas kerja.

BAB III
TATA CARA PEIBERIAI| TPP

Bagiaa Xer.tu
pstrlhhn dan Perhltungan Dtetpltn pItS

Palal 4

Indikator dan bobot penilaian disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal

3 ayat (3) adalah sebagai berikut :

a. Pemenuhan jam ke{a PNS (10%);

b. Pemenuhan apel pagi (10%);

c. Pemenuhan kehadiran pada upacara peringatan hari besar nasional,
keagamaan dan daerah (1O)%; dan

d. Pemenuhan kehadiran pada rapat-rapat dan/ atau sidang paripurna
(1o%).

Untuk pemenuhan indikator disiplin pada instrument apel pagi dan
peringatan hari besar keagamaan, kenegaraan dan daerah dikecualikan
bagi PNS guru dan tenaga medis yang berfugas pada hari yang berkenaan.

Untuk pemenuhan indikator disiptin pada rapat-rapat dan/ atau sidang
paripuma diatur sebagai berikut :

a. Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan pengawas

yang berkedudukan sebagai pirnpinan unit ke{a (pimpinan UpTD)

yang diundang mengikuti rapat, wajib hadir dan tidak dapat
diwakilkan kecuali tugas luar dan/ atau sakit.

b. Bilangan pembagi instrumen rapat-rapat dan/atau sidang paripurna
bagi pejabat sebagaimana tersebut pada huruf a yaitu jumtah

Ett
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akumulasi rapat-rapat dan/ atau sidang paripurna yang dilaksanakan

dalam bulan berjalan yang mengikutserta-kan semua unit kerja.

c. Untuk bilangan pembagr instrumen bagr rapat-rapat Pejabat

Administrator, Pengawas dan Pelaksana setiap unit ke{a yaitu jumlah

akumulasi rapat yang diselenggarakan oleh masing-masing unit kerja

secara internal.

(4) Evaluasi dan verifikasi Pemenuhan indikator disiplin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat

Daerah Kota Kotamobagu.

(5) Tata cara perhitungan indikator disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam lampiran III A Peraturan Walikota ini.

Bagi,aa kedua
Pentlatan .1." Perhltuagaa Produlrttf,tas KerJa PIIS

Pmal 5

(1) Indikator penilaian Produktifitas Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 ayat (3) adalah sebagai berikut:

a. Pekerjaan yang dihasilkan lebih dari 25 output pekerjaan selama satu

bt rlan. diberi nilai 1O0 (Seratus) ;

b. Pekerjaan yang dihasilkan 19 sampai 24 output pekerjaan selama

satu bu.lan, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);

c. Pekerjaan yang dihasilkan 13 sampai 18 output pekerjaan selama

satu bulan, diberi nilai 5O (lima puluh);

d. Pekerjaan yang dihasilkan 7 sampai 12 output pekerjaan selama satu

bulan, diberi nilai 25 (dua puluh lima);

e. Peke{aan yang dihasilkan 1 sampai 6 output pekerjaan selama satu

bulan, diberi nilai 10 (sepuluh);p

f. Peke{aan yang tidak menghasilkan output pekerjaan selama satu

bulan diberi nila O (nol)

(2) Ikiteria pekerjaan dalam penilaian produktifitas kerja terdiri atas :

a. Pemenuhan tugas pokok dan fungsi;
b. T\rgas lain yang menunjang tugas pokok dan fungsi;

c. T\.rgas tambahan yang diberikan pimpinan;

d. Laporan pelaksanaan tugas pe{alanan dinas; dan

e. Notulen/catatan hasil pembahasan rapat; c$



(3)

(4)

(s)

(6)

(7t

Kriteria pekerjaan dimaksud pada ayat (20 harus termuat dalam laporan

harian kerja pegawai dengan mengetahui atasan langsung pegawai yang

bersangkutan.

Untuk pemenuhan indikator produktifitas kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), setiap PNS wajib membuat laporan kinerja harian.

Rekapan atas laporan produkLifitas kerja harian PNS diverifrkasi setiap

bulan oleh atasan langsung PNS secara berjenjang dan mengetahui

kepala SKPD.

Hasil verifrkasi oleh atasan langsung (verifikator) atau atasan langsung
pejabat verifikator bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.
Tata cara perhitungan indikator produlrtifitas kerja pegawai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III B Peraturan

Walikota ini.

f,rgbn Kcttg3
penltclan dan Perhttungaa Bcrdararlaa Fertfnbaogaa ObJettif r-or-,,r,a

Paregnf f
PI{S Ya.ag lrltenatan Hutunan Dlripfin

Pasl 6

(1) Penilaian dan Perhitungan TPP bagi PNS yang dikenakan hukuman
disiplin adalah sebagai berikut :

a. Hukuman disiplin tingkat ringan berupa :

l)Teguran lisan, diberikan Tambahan penghasilan pegawai sebesar

50% dari jumlah TPP yang seharusnya diterima dalam 1 (satu)

bulan;

2)Teguran tertulis, tidak diberikan Tambahan Penghasilan pegawai

selama I (satu) bulan; dan

3) Pernyataan tidak puas secara tertulis, tidak diberikan Tambahan

Penghasilan Pegawai selama 2 (dua) butan.

b. Hukuman disiplin tingkat sedang, berupa :

1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu) bulan, tidak
diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai selama 4 (empat) bulan;

2) Penundaan kenaikan pangkat selama I (satu) tahun, tidak
diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai selama 5 (lima) bulan;

3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama I (satu) tahun,
tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai selama 6 (enam)

bulan; k



(2t

(3)

(4)

c. Hukuman disiplin tingkat berat, berupa :

1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun,

tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai selama 10

(sepuluh) bulan;

2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih

rendah, tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai selama 11

(sebelas) bulan; dan

3) Pembebasan dari jabatan, tidak diberikan Tambahan Penghasilan

Pegawai selama 12 (dua belas) bulan;

PNS yang dijaruhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai terhitung sejak

dikeluarkannya keputusan yang bersifat tetap dan frnal.

Jumlah bulan atas sanksi hukuman disiptin yang melewati tahun
anggaran berjalan tetap berlaku sampai tahun anggaran berikutnya
hingga terpenuhinya sanksi disiplin tersebut.

Kepala SKPD /Unit Kerja melalui Pejabat Pengelola Kepegawaian

SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan harus menyampaikan tembusan

keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada BKD, paling
lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai hukuman disiplin ditetapkan.

Apabila penyampaian keputusan metebihi walrtu sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), maf<a Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan

dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan oleh

atasan langsungnya.

faragraf 2
Penberlan TPP Bagt PIiIS Yang SaHt, Izla acn A6nlnggel lluala

Paral 7
(l) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang sakit pembayaran Tpp diarur sebagai

berikut :

a. Sakit tanpa keterangan yang sah dianggap tidak hadir.
b. Sakit dengan memasukan surat keterangan sakit maksimal 2 hari

dengan ketentuan selama yang bersangkutar tidak melaksanakan

alrtifitas ke{a dikantor maka kepada yang bersangkutan tidak
dikurangi bobot 40% indikator disiplin tapi inrliketor produktifrtas
kerja tetap diperhitungkan sesuai dengan laporan harian kineda
yang bersangkutan. gl
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c. Sakit lebih dari 2 hari wajib memasukkan surat keterangan dokter

dengan ketentuan selama yang bersangkutan tidak melaksanakan

alrtifrtas kerl'a dikantor maka kepada yang brsangkutan tidak

dikurangi bobot 40% indikator disiplin tapi indikator produlrtifrtas

ke{a tetap diperhitungkan sesuai dengan laporan harian kinerja
yang bersangkutan.

Bagi PNS yang izrn karena alasan tertentu harus memasukkan surat

permohonan izin kepada pimpinan yang bersangkutan maksimal 2 hari
kerja dalam 1 bulan dengan ketentuan selama yang hrsangkutan tidak

melaksanakan aktifitas kerja dikantor maka kepada yang hrsangkutan
tidak dikurangi bobot 40% indikator disiplin tapi indikator produltilitas
kerja tetapi diperhitungkan sesuai dengan laporan harian kinerja yang

bersangkutan.

Bagi PNS yang'lzin karena alasan penting (kedukaan, pesta pernikahan,

wisuda anak, orang tua/ keluarga sakit) di luar daerah, diberikan izin

maksimal 7 hari kerja berdasarkan persetujuan pimpinan yang

bersangkutan, dengan ketentuan selama yang hrsangkutan tidak
melaksanakan aktif,rtas kerja di kantor maka kepada yang bersangkutan

tidak dikurangi bobot 40% indikator disiplin tapi indikator prodr:ktihtas

kerja tetap diperhitungkan sesuai dengan laporan harian kinerja yang

bersangkutan.

Bagi PNS yang meninggal dunia, TPP yang bersangkutan dibayarkan
penuh di bulan berkenaan.

Bagi PNS yang mengikuti Diklat Strulrtural, Fungsional dan Teknis, TPP

yang bersangkutan dibayarkan penuh dengan ketentuan wajib

memasukkan laporan harian selama mengikuti Diklat.

BAB IV
PTS YAI|G TIDAK UEIIERIUA TPP

Pa.8l E

Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada :

a. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar

Pemerintah Kota Kotamobagu;

b. Calon Pegawai Negeri Sipil;

(3)

(41

(s)
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c. PNS yang mengambil cuti sama dengan atau lebih dari jumlah hari kerja

dalam satu bulan;

d. PNS yang sedang mengikuti T\rgas Belajar; dan

e. PNS pindahan dari luar Pemerintah Kota Kotamobagu pada tahun

bedalan kecuali untuk yang menduduki jabatan strulrh:.ra1.

BAB V
TATA CARA PEUBAYARAIT

Paral 9

(l) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilaksanakan setelah

evaluasi dan verifikasi terhadap rekapan nilai disiplin dan nilai
produktifrtas kerja.

(2) Hasil rekapan nilai disiplin dan nilai produl(ifitas kerja yang telah
diverifrkasi diinput dalam sistem informasi Tpp oleh bendahara gaji
masing-masing SKPD.

(3) Hasil print out sistem informasi digunakan sebagai dasar permintaan
pembayaran ke DPPKAD.

Passl 10

(l) Apabila sistem informasi TPP mengalami gangguan (force majeure) maka
penghitungan TPP dilakukan secara manual.

(21 Penghitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (t) terlebih dahulu
harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Sekretaris Daerah.

(3) Format perhitungan TPP manual tercantum dalam lampiran III peraturan

Walikota ini.

BAB VI
ALOI(ISI AI|GGARTJT

Palal 11

(1) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

l2l Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen pelaksanaan Anggaran (DpA)

SKPD. 
\



BA8 VU
XEIEIIT('AIT LUT-I"AII|

Perel 12

PNS yang diangkat atau dipindahkan ke SKPD lain, pemberian

Tambahan Penghasilan Pegawai disesuaikan dengan rekapitulasi nilai
disiplin dan produktiflrtas kerja pada SKPD sebelumnya ditambah

dengan rekapitulasi nilai disiplin dan produktil'rtas kerja pada SKPD

yang baru.

BA'BVIII
XEf,ETTUA,r PEITUTI'P

Pas.l 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya
laku surut sejak tanggal 4 januari 2016. Agar setiap orang mengeta-huinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal I tsbruqri - 2Ot6

{iq wALTKOTA K(}TATOBAGU#

W
TATOI|G BARA

,AfA UUDA
199311 l qrl

lTtjT:II]II;\



LAITIPIRAN I PERATUMN WruKOTA KOTArcBAGU

No : t0 fIHUN 20ab

TANGGAL, t fb'seti ''O(5

MRGiA JAEATAI{ DAII' MLAI JAAATAI{
PEf, ERII{TAH KOTA KOTAXOBAGU

TA}IUX 20.10

tlO JABATA}I HARGA
JABATAII

ILA
JABATAI{

1 ESELON N A 7mo 3525

2 ESELOI,I ll B (ASISTEN) 17W 2325

3 ESELON II B (KEPAI.A DINAS/BADAN} 4000 ffi

4 ESELON II B (STAF AHLI) 3000 2390

5
ESELOI{ III A (KEPALA BAGIAN SETOA / KEPALA KANTOR /
SEKRETARIS INSPEKTOMT / IRBAN INSPEKTOMT)

2500 2185

6 ESELON IIIA (CAMAT) 2ffi 2145

7 ESELON IIIA LTAINNYA)
2250 2095

I ESELON III B 2@0 182s

I ESELON IV A 1750 '1430

10 ESELON IVA (LURAH} 2500 1i(lo

11 ESELON IVA RUMAH SAI(IT 3500 1430

12 ESELON IV B RUMAH S{KTT 25oO 1295

13 ESELON IV B 125o 1?95

't4 JABATAI{ FUNGSIOI{AL UMJI

GOL I DAN II 1?fi 715

GOL III OAN IV
't2fi 1015

15 JABATAI{ FUI{GI9|oTAL TERTENTU :

- DOKTER SPESIALIS 4@O zffi
- DOKTER UMUM 2000 1515

JFT RU AH SAXIT

- JFT GOL I OAN II 12il 970

- JFT GOL III DAN tV 1zfi 1365

JFT AUD]TOR

- JFT AUOIIOR (GOLONGAN M 2000 2{
- JFT AUDTTOR (GOLONGAN t) 2@0 15.15

16 JABATAX FUi{GSPML TERTENTU I.AII'I{YA

- JFT GOL I DAN II 1 100 970

- JFT GOL I'I DAN ry 11fi 1365

- GURU/PENGAWAS 2@ 1365

{r wruxore xormoarcuf



l,ampiran III A Peraturan Waljkota

Nomor : lO fAHUr, 2otb

Tanggal :l ftbruari2olb
CONTOH PERHITUNGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

INDIKATOR DISIPLIN

1. PenenuhanJam terJa flClPhl:
Perbandingan pemenuhan jam ke{a PNS terhadap total jam kerja bulan
be{afan berdasarkan hasil print out finger print.

Contoh:

Kepala Dinas A

Besaran jumlah TKD : Rp. 10.O00.000,-

Bocaran PeoonuhaaJam LerJa : l(f/o t Rp. 1O.(XX).(XX),- =

Rp. l.(XXr.(XX),-

Jumlah jam Kerja dalam Bulan Januari 150 Jam
Jumlah pemenuhan jam kerja PNS berdasarkan finger print 150 Jam
Perhitungan:

= 150/ 150 x (besaran pemenuhaaJan LcrJa)

= lso/ l50 x (Rp.1.Ooo.ooo,-)

= lx Rp. 1.000.000,-

= Rp. 1.0O0.O00,-

(Asumsi tid.ak ada keterlambatan ata @pat lrulang dalam satu bulan)

2. Pemenu.han apef pagt (1()06)

Perbandingan jumlah apel pagr yang diikuti terhadap jumlah hari keda
bulan be{alan.

Contoh:

Kepala Dinas A

Besaran jumlah TKD : Rp. 10.OOO.0OO,-

Beaarao Peneauhan epel pagt z l(Ilo x Rp. 1O.(XX).(XX),- =

Rp. 1.(XX).(X!O,-

Jumlah hari Kerja dalam Bulan Januari 24 hari
Jumlah pemenuh:rn apel pagr PNS berdasarkan absensi manual 24 kalt
ikut apel pagi

Perhitungan:

= 2al2a x (besaraa lrcaenuhan apcl pagtt

= 24124 x (Rp.1O.OOO.0o0,-)

= lx Rp. 1.000.000,-

= Rp. 1.00O.0O0,- U



(Asumsi kegiatan apel pogi diihtti semua dolam sotu bulan)

3. Per[enrhrn tchtdtr1a pada perlagata[ haf f,6s91 lsrgnrnaan,
tencgaraan dan decnh {10106 :

Perbandingan jumlah upacErra pada peringatan hari besar keagamaan,

kenegaraan dan daerah yang diikuti terhadap pemenuhan kehadiran
pada peringatan hari besar keagamaan, kenegaraan dan daerah

Contoh:

Kepala Dinas A

Besaran jumlah TKD : Rp. IO.OOO.OOO,-

Bcsaran lretnGnuhu pede pcrlngatan harl becar [segrnrrarl,
teaegaraan drn &orahz l@/o r Rp. lO.(XrO.qXr,- - Rp.

1.O@.(XX),-

Jumlah peringatan hari besar keagamaan, kenegaraan dan daerah

dalam Bulan Januari 3 kali
Jurdah pemenuhan PNS pada peringatan hari besar keagamaan,

kenegaraan dan daerah 3 Kali

Perhitungan:

= 313 x (Beraran lrcnenuhsa hart beear |6aganaanrlenegaraaa)
= 3/3 x (Rp. 1.o00.00o,-)

= lx Rp. 1.000.000,-

= Rp. l.OOO.OOO,-

(Asumsi leegiatan pada peringatan troi besar leeogamaan, lcenegaraan

dat daerah diilotti semua dalam satu bulan)

4. Rapat-npat / rtd.ng.ddang partpuraa 1046 :

Perbandingan jumlah rapat-rapat/ sidang-sidang paripuma yang diikuti
terhadap jumlah rapat-rapat/ sidang-sidang paripurna bulan berjalan.

Contoh:

Kepala Dinas A

Besaran jumlah TKD : Rp. 10.0OO.O00,-

Bessran rapat-rapat/etdang parfpurna : l@/o x Rp. 1O.(XX).(XX),- =

Rp. l.(XXr.(XXr,-

Jrudah rapat-rapat/ sidang-sidang paripurna yang diikuti dalam Bulan
Januari 2 kali

Jumlah pemenuhan PNS pada rapat-rapat/sidang-sidang paripurna
yang diikuti 2 Kali

Perhitungan :

= 2/2x (Bcaaran Jurnloh TIGII q{



= 212 x Rp. 1.0OO.OOO,-

= 1x Rp. T.OOO.OOO,-

= Rp. 1.00O.0O0,-

(A*msi leegiatan pada

semua dalam satu bulan)

rapat-rapat/sidang-sidang paripurna diikuti

(l{ WALIKOTA KOTAMOBAGU,



Lampiran III B Peraturan Walikota

Nomor : lO T46OP 20Cb

Tanggal : L llbtu/ttotb

CONTOH PERHITUNGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

INDIKATOR KINER.IA

Penenuhaa Indllator KtnerJa l6(f/ol :

Kepala Dinas A

Besaran jumlah TKD

besaran pemenuhan indicator kinerja

Output pekerjaan yang dihasilkan

: Rp. 10.OOO.OOO,-

'. 600/o x Rp. 1O.O0O.O0O,-

Rp.6.O00.0OO,-

:25
Perhirungan:

Nilai pekedaan x besaran pemenuhan indicator kinefa
1OO% x Rp. 6.0O0.OOO = Rp. 6.0OO.0O0,-

(Asamsi indikator pekerjaan dalam satu bulan terpenuhi)

fif WALIKOTA KOTAMOBAGU,^


